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Menelusuri Konsep dan Urgensi
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara




Merujuk pandangan Lord James Bryce yang dimaksud
dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang
diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang
menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan
mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya.

Rumusan yang dikemukakan C.F. Strong
adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas
mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah,
dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang
diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia).

1. Pengertian Konstitusi



2. Fungsi Konstitusi

@ Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan
konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti
luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-
undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan
konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto,
2009).

@Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa,
sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

@Konstitusi berfungsi:

(@) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan
kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya;

(b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan
tahap berikutnya;

(c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan
tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya;

(d) menjamin hak-hak asasi warga negara.
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Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi kostitusi bagi

berbangsa dan bernegara tentu saja Anda dapat menemukan persoalan
harus dijawab lebih lanjut.

Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai
berikut:

1. Mestikah setiap hegara memiliki konstitusi?
a. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan?
b. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi?
c. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?

2. Jika kontitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya?
a. Apa materi muatannya?
b. Apakah konstitusi itu selalu tertulis?
c. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis?
d. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara?



C. Menggali sumber
Historis, sosgiologis, g
dan Politik tentang
Konstitusi dalam |

Kehidupan
Berbangsa-Negara
Indonesia




Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu
memulainya dari penelusuran historis dengan memahami
pandangan Thomas Hobbes (1588-1879).

Dari pandangan ini, kita akan mendapatkan jawabannya.
Jawaban terpenting adalah agar dapat membatasi kekuasaan
pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan
penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam
dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi
negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi
kekuasaan penyelenggaran negara dan di sisi lain untuk menjamin
hak-hak dasar warga negara.



Materi Muatan Kongtitusi

J. G. Steenbeek mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal
sebagai berikut (Soemantri, 1987):

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;

b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental; dan

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental.

K.C. Wheare menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur

dalam konstitusi pada asasnya hanya tiga masalah pokok berikut (Soemantri, 1987):

a. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan
yudisial.

b. Hubungan - dalam garis besar - antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain.

c. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga Negara.

A.A H. Struycken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-ahal
sebagai berikut (Soemantri, 1987):

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yg lampau

b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa

c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk
masa yang akan datang

d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Phillips Hood & Jackson menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai berikut
(Asshiddigie, 2002):

‘Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan

dan kekuasaan organ-organ negara yg mengatur hubungan-hubungan di antara

berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu

dengan warga negara.”

Miriam Budiardjo (2003) mengemukakan bahwa setiap UUD memuat ketentuanketentuan mengenai:
a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. (b)
Hak-hak asasi manusia.

b. Prosedur mengubah UUD.

c. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.



Hal-hal yang dimuat dalam

kongstitusi atau UUD

a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif: Pada negara federal,
pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur
menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan.

b. Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai
Pasal 28 J.

. Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang
Perubahan Undang-Undang Dasar.

d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD
ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau
kembalinya suatu monarki. UUD Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari UUD oleh karena
dikuatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam
UUD NRI 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Pasal 37, Ayat 5).

e. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyusun
UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Misalnya, UUD Amerika Serikat menonjolkan
keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu Uni, menegaskan dalam Permulaan UUD: “Kami, rakyat
Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk suatu Uni yang lebih sempurna.. menerima UUD ini untuk Amerika
Serikat".

Begitu pula UUD India menegaskan:

‘Kami, raRyat India memutuskan secara khidmat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat dan
demokratis dan untuk menjamin kepada semua warga negara: Keadilan sosial, ekonomi, dan politik; Kebebasan berpiRir,
mengungRapRkan diri, beragama dan beribadah; Kesamaan dalam status dan kesempatan, dan untuk memperkembangkan
mereka persaudaraan yang menjunjung tinggi martabat seseorang dan persatuan negara’.

Dalam kaitan dengan ini Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan:

‘Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan kRarena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.




Berdasarkan di atas, maka kita
Mmempunyal dua macam pengertian

tentang konstitusi itu, konstitusi
dalam arti sempit dan konstitusi

dalam arti luas.



Pengertiannya .

a. Dalam arti sempit, konstitusi
merupakan suatu dokumen atau
seperangkat dokumen yang berisi aturan-
aturan dasar untuk menyelenggarakan
negara.

b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan
peraturan, baik tertulis maupun tidak
tertulis, yang menentukan bagaimana

lembaga negara dibentuk dan dijalankan.



D. Membangun Argumen tentang
Dinamika dan Tantangan Harmoni

Kewajiban dan Hak Negara dan




Dinamika Konstitusi Indonesia :

UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan) 18 Agustus 1945
sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai
21 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya
berlaku di wilayah RI Proklamasi

Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan
17Agustus 1950

UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) 5 Juli 1959 sampai
dengan 1965

UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru) 1966 sampai dengan
1998



Pada awal era reformasi (pertengahan 1998),
muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen
bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda.

Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

a. mengamandemen UUD NRI 1945,

b. menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia,

c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi
manusia

(HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN),

d. melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil
antara pusat dan

daerah,

e. mewujudkan kebebasan pers,

f. mewujudkan kehidupan demoXkrasi.



Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan
oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari
tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan
pemikiran pendiri bangsa (founding father)
Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD NRI 1945,
yakni Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, di
antaranya menyatakan sebagai berikut:

“..bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang
Dasar Sementara, Undang-Undang

Dasar Kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan
pula, inilah revolutiegrondwet.

Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang
lebih sempurna dan lengkap”.



E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi

Konstitusi dalamKehidupan

Berbangsa-Negara



Setelah melewati proses yang cukup
Daljane, sl - VP R herhac]]
melakukan perubahan UUD NRI 1945,
Perubahan UUD NRI 1945 yvang pada mulanya
merupakan tuntutan reformasi, dalam
perjalanannya telah menjadi kebutuhan
selurun komponen bangsa. Jadl, tidak heran
jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945,
seluruh komponen bangsa berpartisipasi
secara aktif.



Indonesia sebagal negara vang
menganut sistem tata kKelola pemerintahan
vang balk (good governance) seyogyanya
menerapkan: prinsip-pringsip transparansi
dan. axiantabllitas. [embags vang gnerniliki
otoritas memungut pajak di Indonesia adalah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk "Pajak
Sl dan Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) atau
nama lain yang sejenis untuk FPajak Daerah’,
S>egual - dengan @ amanat Undang-undang
lembaga igh! pertugas menghimpun
penerimaan pajak.






. arti sempit konstitusi = dokumen yang berisi aturan-

aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, arti
luas konstitusi = peraturan, baik tertulis maupun
tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga
negara dibentuk dan dijalankan.

. Konstitusi diperlukan untuk membatagi kekuasaan
pemerintah atau penguasa negara, membagi
kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi
warga negara.

. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang
organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD,
kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah
sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-
asas ideologi negara.

. dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang
menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan
membuka peluang bagi penyelenggaraan negara
yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.



5. tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan
bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR
melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis
dalam empat kali perubahan. Keempat kali perubahan
tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan
satu kesatuan.

6. Dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah
kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang
sangat besar pada presiden, pasalpasal yang terlalu
“luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir,
kKewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal
penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD NRI
1945 tentang semangat penyelenggara negara belum
cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai
dengan tuntutan reformasi

(. Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang
Referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden RI, dan Ketetapan MPR mengenai Hak
Asasi Manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945,



3. (a) Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam
satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam
empat tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999,
Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002; (b) Hal itu
terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang
114 telah disusun secara sistematis dan lengkap pada
masa sidang MPR tahun 1999-2000 tidak seluruhnya
dapat dibahas dan diambil putusan. (c) Hal itu berarti
bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara
sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu
dan berpedoman pada materi rancangan yang telah
disepakati sebelumnya.

O. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam
jenjang norma hukum di Indonesia.
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Kewarganegaraan




Materi muatan UUD NRI 1945
dijabarkan lebih lanjut dalam suatu
undang undang. Hal ini karena horma
yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi
aturan yang bersifat pokok dan garis-
garis besar saja.



